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TENTANG

PETURJUK PELAESANA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

. bahwa kewenangan pemungulan Pajak Hotel twclah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingl
MNomor 2 Tdhun 2011 tentang Pajak Hotel, maka Potunjuk

Prlaksana . Pemungutan Pajak Hl:rt-E'-l pcr!u 1:115.L1.1.r 11:‘;-1h Iaﬂjut
denpan Peraturan Bupati ST ek

hahwa berdasariar pertimbangan Sthn,galmana dimaksud u:hiam
hutuf &, perlu menetapkan Peraturen Bupafi tentang Petl_mju};
Pelaksane Pemungutan Pajak Tlotel.,

Undang-undang Nomor & Tahun 1?31 tcma.ng Hulum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 1981 Momor - -
76, Tambahan Lembaran Negara Ruputrhk ]ndﬂﬂﬂﬁlﬁl_ Namor
320%); t : L
Undarng - Undang  MNomoer & Tahun 1983 tentang Ketentuan
Urminm Tata Cara Perpajakan [L-E;Inbﬂi'ﬂﬂ Megara  Republil

- Indonesia Tahun 1983 Nomeor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik  Indonesia Nemer 3‘252], schagaimana felah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang MNomor 16
Tahun 2000 {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 126, Tambahan Lembaran Negam R:]]lell.l{ Indonesiz

" Nomor 3984);

UndangaUndang Mamor 19 Tenun 1997 tentang Penagihan Fajak
denpgan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin
1997 MNomeor 4%, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia MNomor 3686), sebapaimana telah diubah dengan’
Undang-Undang Momor 19 Tahun 2000 [Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lf:rnbman
Negara Republik [ndenesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun [999 tentang Penyclenggaraan

" Nepara Yang -Bersih dan bBebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Momor Yo, Tambahan L:mbarﬂq Fegara Republik [hdonesia

MNomor 3851},
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Undang-Undang Nemer 52 Tahun 19599 Tenteng Peombentirkan
Kabipaten Pelalawan, Kabupatern Rokar Hulu, Kabupater Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Keabupaicn Kerimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam [Lesnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 19%% Nomor 21, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indongsia Momor 39034 sehagaimena telah
diubah teralkhir dengan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 1595
tentang Perubahan Kelipa atas Tndang-Tndang Namor 53 Tahun
1999 Tentang Pembenbakan Ttajupaten Pelalawan, HKabupaten
Bokan Hulu, Kabupater: Rokan Hilir, Kabupaten Sialk, Kabupaten
Kariraun, Kabupaten Natuna, [<abapaten Kuanoian Singing dan
Kole Batam [Lembaran Megara Republik Indonesia Talun 2008
Nemor 107, Tambahan Lembsran Negara Republik Indonesia
Mormor 48580];

Undang-tndang Nomar 14 Tahuan 2002 tentang Pengadian Pajsk
{Lembaran Megara Republik Irdonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tamhbahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Normor 4 189
Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Megara Republik Inconesia Tahun 2003 Nomeor 47,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Noemer S2Ra);
Undang-Unddng Nemer & Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megera (Lembaran Megara Bepublik Indonesia Tahun 2004
Momor 5. Tambshen Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 2353); ;

Undang-Undang Nomor 15 Tehun 2004 tentang Pemerilsasarn
Pengelolaan dan Tanggung Jawal Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesis Tabun 2004 Nomor o, Tambahan
Lembarsn Negara Republik Indonesia Momor 4400);
Undang-Utidang MNemeor 32 Tabun 2004 ientang Pemerintahan
Dacrah [Lembaran MNegara Republic Ipdonesia  Tahun 2004
Nomor 125, Tambehan Lembwaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebapaimana telah diubsh beberapa keli terakhir
dengan Urdang-Undang Momer 13 Tahun 2008 rentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintaban  Daeran (Lembaran Negara Repuhlik
[ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Rn:puhl'i.k Indenesia Nomor 4844

'ndang-Undarg Nomor 33 Tahun 2004 fentang Perimbangan
Keuangan antarz’ Pemerintah fusat dan Pomerintanarn Deerah
[Lembaraiy Negara MHepubhk Inconesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lambaran Megare Republi Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daersh
Han Retribusi Deerah [Leémbaran Negara Republik Imdonesia
Tahun 2009 Mamar 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor S049];



e

13, Undang-Undang Momor 12 Telun 2011 ientang Pembentulan
Pernturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

 Republik Indonesin Nomor 52347 '

14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lemberan Megara Republik Indonesia Tahon
2005 MNomor 140, Tembabisn Jembaran Wegara Republik
Indonesia Nomor 4578}

15%. Peraturan Pemerintah Nomér 26 Tahun 2007 tentang Pombagian
Urusan Pemenntaban antars Zemearintab, Pernerintahan Daerah
Propinsi dan Petresintahan Dasrah Kabupaten/Kota {Lembaran
Megara Fepublik Indonesia Tebun 2007 Nomor 82, Tembahan
Lembaranr Negara [Republik Indonesia Nomor 47.37);

16, Poraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tala Cara
Perberian dan Peranfeatan Insentif Pemungutan Pajak Daerak
dan Retribusi Deerah {lLembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2015 Memer 11%, Tamhbzhan Lembarsn Negara Republik
Indonesia Notnor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
aran: Dhbayar Sendird oleh Wajik Pajek {Lembaran Nepars Republile
Indormesia Tahun 3010 Neomor 153, Tanbaharn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor o17%);

18. Peraturarn Presiden Nomor @ Twehun 2007 tentany Pengesaber,
Péngundangas dan  Penyebarluasan  Peraturan Perundang-
undangan,

1%, Peraturan Daerah Nomor 2 T:zhun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daereh Kabupatcrn Huantan Singing: Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabuparen Xueantan

Singing Nomor 10).
MEMUTUSEAL @

Menetaplan @ PERATURAN BUPATI  TENTANG  PETUNJUK PELAKSANA
FEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KARUJPATEN KUANTAN SINGINGL

BAT I
FETRNTUAN UMLM
. Pasal 1 ;

Dalm Peratirar Bupat ini, Yang dimalesud dengn_l

Dacraly adalah Eabupaten Knantan Singingi.

Tomnerintab Daerah adalah Pemnerintah Ka bul-_m ten Kuantan Singingi.

Bupari adalah Bupat Kuantan Singingi.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten l'iuszﬂ.n EJIIEL'”E]
Pejabal adwlah pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang Perpajaksn Dasvah

sogal dengan Peratiren Perundang-undangan.

!L:-l_i-lln:lh_'lr-l
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Kas Daerali adalah Kas Deerah Eabupaten Kuantan Singing.

Pajals Hotel yarg selanjutnyva disebut Paghk adalah pungulan dacsrab atas

pelaysnan hotel.
Ilotc] adalah bhangunan yang vhusus discriakan bagi orang unluk dapat
menginap / istirtahat, memperoleh polayanan, dan atau fneilitas lainnys dengan
dipungut hayaran, t,mjma.sulc hanpunan lainnya yang menyatl, dikslolz dert
dirniliki nleh pihak yang sama, kecuali untux pertokoan dan perkantaran,
Pergusaha Hotel adalah perssoralgan atau badan yang menyelenggaralian
ssaha hotel untak dan atas nemanya sendicl #tan untuk dan stas nama Pihas
Laia yany menjadi tanggungannya. _
Badan adalah suats bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroarn
lomanditer, persercan lainnya, badan usaha milik negara ataw daerah dengan
nama dan bentuk apapun, pers:kutu.én, perkumpulan, firma, kengsi, KGPErERS], -
yavasan afau organisasi yang zejenis, lembiga, dans pensiun, beniuk usaha
latap seria bentuk badan usaha lamnyea.
Pernbayaren adalah jumlah yang diterima atau sehanasnva diterima cleh pemilik
hotel aras imbaian altas jasa yang discdiakannya. Dermnbayaran bisa berups
T, cok, kartn . loedit, Surat Pernyataan hutang chan

kompernsasi/ pENFUTAIEAT kewajiban Wajik Pajals yang terjadi se belamitiya.

.Bon perjualan [Eil‘.]' atay faltur atalw invoise atau bukti penerimaan adalalr

bideti metnbayeran yang sekaligus buktt punguian pajak, yang dibuat oleh Wajib
Pajuk pada saat mengajukan permbayaran alas jasa penginapan beserta fasilitas
pendhiloung penginapan, perjualan makanan CAn IMinUman.

. Yislem Pemunputan Pajak Dacrah adalah sistam vang alkan dikerakan kepada

Wrjit: Pajele dalam mernungul, memperhilingkan dan melaporkan  geris

menyeiorkan pajak terutang.

Qigremn Self Assesment adalah sualu sistcm dimana Wajib Pajak diber:

kepercayaan untuk menghitung agndir pajak ang lerutang,

 Surat Pengukuhan sebagai Wajlb Pungut Fajac Daerah adalabh sural yorg

diterbitkan nlsh Kepala Dinas Pendapatan untix menguloahkan, menctapkan
Wajik Pajak sekaligus bertindak sehapal pemungut pajak yang dikenakenn pada

L

subyel: pajak.

@urat pepurjukan sebagal Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajih Pajak

adalah surat yang diterbitican oleh Kepala Dinas Pendapatan tntuk menunjuk

gan menstaplkan pemilil dan penanggung jawab usaha Wajib Pajal.
Kartuy NEWPD adalah ksttu vang menyebutkan Nomor Pokok Wajlb Pajak

Dnerak, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajil: pajalk.
adalah surat pemberitahuan  kepada masvarakat bahwa alas

nsaha/ xeglatan.

- Burat Pemberitahuan Pajak Daerah vatg selﬁmnjutﬂj:n disingkat SPTPD adalah

surat vang digunakan oleh wajib pajak- untuk melaperkan perhitungen dan
pemcbayaran pajak yang teruatzng menurut Yeraturan Perundang-undangan

. Perpajakan Daerah.

20,

Sirat Setoran Peiak Dacrsh yang sclanjutnya disingkat SSPD acalah syrat
yarig digizmakan oleh Wajib Pajak untule pembayaran atay penyetoran palal

yang terutang ke Kas Daerah aiau kelempat lain yang diterapkan olch Kepala

Dasrzi.
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gyrat Tanda Sctoran yahg sclanjutnya dizingkat STS adalah suret yang
diganakan olen bendahara penerima untuk menyelor pungutan deerah yang
terutzng ke kas daerah atau bank vang diturjuk oleh kepala dasran.

Tanda Buldi Pembayaran yang selanjutnys disingkat TBP adalah surat yeng
dimmakan oleh wajib pajek unmak melalulian pembayaran stal DEnyetoraT
puja yang Leratang ke bendahara PENECTiINA.

Surat ¥eletapan Pgjalt Dacrah yang selanjuinya disingkat SKFPL adalah surat
keputusan vang menentikan hesarnya pajak yang ierulang,

Surat kelstapan pajak dacrah sementarB Yang selanpatnye disingket SKIDE
ardalal SKFD yang menentukan Jesamys peisk yang terutang sementara ik
suaty masa pajak; vang ditetapkan peda awal masa pajak tersebnul secars
jabasanelel Dinas Pendapalan

Surat ketetapan pajak daerah rampung yahg sclanpiinya disingkat SEPDIR .

adalah SKPD vang merampungkan perhitungan pajak teratang untuls suatu
masa pajak sesusi SEPDS wang diterbitlan schelurnnya dan ditetapkan secara
jabatar oleh Dinas Pendapatan % E

Suret Keterapenn Pajak Dasrah Rurang Beyar yang selanjutnys  dizsingiat
SKPDEB adalall surat lkeputusan yeng mernsntukan besarnya jumlah pajak
teritang, jurnlah lredit  pajak, jumlah lekurangan pembayaran polool pajalk,
besarnyva sanlesi adiinistras dan amish vang masih haras dibayars.

Siural Ketetapan Pajnk Daeral Kurang Bayar Tambahan yeng selanjutnyza
disinglat SKPDKGT adalan surat kepuiusan yang meneniukan tambaban atas
jumleh pajak yang telah diteraplean,

Surat Ketelupan Pajok Daerah Lebih Bayar yang selanjuinya disingkal S¥KFDLE
adglan surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
kareaa jurclah loedit pajak lebih besar dari pajak yang terulang atziz tidak
schiarusaya terilang. i

Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disinglkat SKPDN adalah
sural keputusan yang meneniukan jumlah paiak yang terutang sama besamya
dengant jurnlah kredit pajak ateu pajak tdals tetutang dan tidak ada kredit
pajak. ' '

Surat Tagihan Pajakx Daerah Fang selanjutr:sa disingkat STPD adalah surat
antek melakukan tasihan pejak dan atau ssnksi administrasi berzpa bunga
dan etau denda.

 Pembuluan adalah proses péncatatan  yarg dilalalsan sscara torabur dan

merun:t kaidah [/ prinsip eumtansi yang lazim.

Pemeriksaan adalah  Tangkeian kepgatan mencari, mengaunoulkan,
mpnganaﬂaaj membandinglkan dan memproses data dan atau keterangan baik
lecuanpan dar non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Walib Pajak '
duiate menjalankan peraturan perpajakan de=rah yang berlaku, '
Penvidikan adalah serangkaian dndakan yang dilakubkan cleh Penyidik Pegawal
MNegeri - Bipil yang selanjuinga disetnir Penyidik, untak mencard  serta
mengumpukan bukt tindak pidana perpejakan dacrah. '



Liskal
CHa R AN SUHAEE PAJAR
|Bymen] 2

(53 Obyek  pajuk Taded pelulih polonon ¥angg digedinlan  di holel  denpon

pembayaran lermasuk jamo ponunjang schagn kelongkapan haotel vang sifinyn
, memberikan
i hiburan.
[2) Pelayanan yang di
-cmmrelipuli
a. Fasilitas penginapan atak
pubuk parawizala (cotiage),

sediakan aoleh hotel sebepaimana dimaksud pada ayat (1)

‘asilitas tinggal jangka pendel, antara fain
maotel, wisma parawizata, pesahggarahan

\hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rurnah kes [ramah sewa)

.. dengan jumlah kamas 10 (sepuluh) ataa lebih yang sifatnya memberikan
o kemusdlahan dan kenyamanan,; '
b, Fasilitus penunjang penginapan antars lain restoran, telepon, {a.khimil,
*(aleles, internet, VCD / DVD player, Iotocopy, Ijlzla.:-ran:m:cuci dan seterika
Hanndry}, taksi dan penganghutan lginrya, yang disediakan atau dikelola
olel pihalk Hotel: i ;
Fasilitas olahraga dan hiburan astara lain pusat kebugaran {fitness center),

message vang disedialean atan dikelola holel; dan . j
d. Jisa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dibotel.
(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimans dimalksud pada ayat {}) mcliputi:
a. jama tompat tingpal asrama Yang diselerpgarakan oleh Pemerintah atau
‘Pemerintah Dacrah; ¥
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, _ :
. jasa termpat tinggal di pusat pendidikan atsu kegiatan keagamaan] - .
' d.jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama porawvat, pant] jompo, panti asuhan,
'dan panti sosial lainnya yang sefenis, dan- '
c. jasa biro perjalanat atau perialanan wisaii Yang
yang dapat dimanfaatikan oleh umwm.
-Pasal 3
(1) Subjek Pajuk Hotel “adalsh orang pribaci atau Badan
" - pembayaran kepada orang pribadi atau Bader yang mengusahakan hotel
(2] Wajit Pajak Hotel adalah orang pribadi atan Sadan yang mengusahakan hotel,

: BAB 111
TATA CaRA PENDAFPTARAN DAN PENDATAAN
' : Pasal 4

{1} Setinp Wajib Pajak wajib  mendaftarkan usaharya k&pada Ecmf:-rintah

Kabupaten ‘dalam hal ini Dinas Pendapaton dalam jangka waku selambal-
_lambatnya 30 (tiga puiuh) hari sebelum dimulzinya kegiatan usahanya.

kemudahan dan kenyamanan termasuk Jasilias olahraga dan

lcolam renang, tenis, golf, karacke, pub, diskotik, salon kecantikan, spa atau

dizelengearakan oleh hotel

..-'.-;.':'\-.

Faﬁg melakuian
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disertai fotnenmy for R :
‘€. Terhadap penerii;ﬁmf g:i;{i:mbezaﬂx o
= : % Pendafiargn, Iy
Tands Leritna pendaftaran s
t4) Berdasarkan keteran E .
; tgan Wajib  Pajalc dap data van
A ; : Ad 14
PB;dMLam, Kepala Dinas st e PR iow Yaug aca pada formglir ;
Asurmat Pengukuhan seh 1 Waiih P G ) -
yang dikengkan; HER ] Ngut dengan Sistem Pernungutan Pajak
b. Burat Perunjukan sebapad Pemilile/P
W e _ tnengeuing Jawab usala Wali B
S _ us ajib Pajak;
d. Meklumat, -

{5) Penyerahan Burat  Pengubuhar, Surat Penunjukan, Kartu NPWDD dan
Maklumat }cePada_pengusaha,-' Penanggungiawab atau kuasanya sesuai dengan
Tenda terima pendaftaran.

(6] Terhadap Maklumat, Wajib prjek memasangnya pada tempiat vang mudah
dilihat eleh: Pengunjung atau tamu hotel, :

Pasal 5

(1} Sefiap kegiatan atanr usaba Hotel hares mendapat i=5n dari Bupati Kuantan
Singingi atau Pejabat Instansi Peloksanaan,

(2} Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpenjangan

 Izin usaha hotel dibawah koordinasi dan dikelola oleh Instansi Pelaksanaan
Kantor Pelayanun Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi. '

{3) Perpanjangan izin 1zszha dapat diberilban  apabila pengusaha Hotel bisa
menunjukan Tanda Bukt Pembayaran atau dolcimen yang dipersamakan yang
menjelaskan tidak ada lagi pajak yvang terhutang atau yang belum dilunasi.

BAD TV
FABILITAS HOTEL YANG DINIKMATI
OLEH BUKAN TAMU HOTEL
Pazal &

(1} Wajib Pajak dapat menjual fasilitas hatel, seperti restoran, karacke, diskotik dan |
lain sebagainys, kepada bukan tamu hotel dan atau kepada masyarakat urmam.



(2] Atag penfualan [fasilitas hotel schapaimars: yang dimaksud pada ayat 1,
dikenakan pajak dacrah ‘sesuai dengan keteriuan yang berlaku, yaitu ;

a. Fasilitas resloran dikenakan Pajak Restoras;

. Fasilitas hiburan @ Kuraoke, Diskotik, Pusat Kebugaran (fitness cenire) Kolam
Renzng, Tenis, Goll Pub, Salon Kecontikan, Spafmassagc dan  lain
schegainya dikenakan Pajak Hiburan; dan :

c. Fasilitas patkir dizenakan Pajak Parkir.

(3] Pengelola hotel haros mendaftarkan usaka fasilitas hotel tersebut pada huraf a
Pasal ini kepada Dines Pendapatan untuk dikukuhkan sebagal Waiibh Pajak
Mhasrah vang terpisah dengan Pajak Hotel. _

7] Tata cara permungltan dan nelaporan pajak dasrah untuk pengelolaan fasilitaa .
hotel sehagaimena dimalksud pada ayat {1), zkan ditetapkan cleh Pupati atan
peiabat yang dilunjui, :

Pasal ¥

Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahs fasilitas hotel sehagaimana yang
dimaksud dalam Pasal &, alcan dikenakean dends sesigl ketentuan yang berlaku.

BaB W
TATA CARA PENCGHITUNCGAN PAJAK
Pazal 8

Tiusar pengenaah pajak adalah jumlah pembay.ran alall yang seharusnyva dibayar
- kepada hotel. '

Pasal O

Tarif pajek Hotel ditetapkan schesar 1096 [sepuiluh persen).
Pasal 10

 Besarnya Fokok Pojak Hotel vang terutang dihitang dengan cara mengalikan tanfl
" schagaimana dimaksud dalam Fasal 9 dengan dasar pengenaan pajak scbapgaimana
dimakend delatr Pasal 8. _ :

Pasal il

[i] Pajak dihitung untk setiap bill atau kwitans=i atan faldur yang dikehaarkan oleh
nengisaha hotel dan atas jomleh yang akan dibayar olsh tarnu hetel; :
(2] Conteh perhitungsn pajak adalah sebagai bordoat _
‘. @gwa kamar 2 hari = 2 x Rp. 260.000,00  : Rp. 500.000,00
. (e seterika 2 patong = 2 % Kp. 15.000,00 : Rp. 30.000,00
. Rp. 75.000,00
: BEp. 75.000,00
- - Rp. 680.000,00
. - Service 10 % : . Bp. BEIGO0.O0
. Rp. 748.000,00

- Telepor
- Restoran

- Jumlah schelum pajak



- Pajok Hotel 0% [ Rp. Fag.0u0,- LU o Rp, Teb B0 G0
= Jumlnly vang borus dibayor - R BA2.BOG,00
Ui miuka [ aleposil Sl o S00.00u,00
. - Bizn yang harus dibayar . Rp. 32280000 _
(3] Yang ditnaksud dengun dasar Ppenguiian pojok subagaimana dimaksod syat (2
pada contoh adalab “Jumlah wehelum pajak”, yail:i sebesar Rp. 748.000.00.

BAE VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK
Bapian Kesatu s
Tala Cara Pemungulan
Pagal 12 '

Alas sepala usaha penyelenpgaraan hotel, Dinas Perdapatan menetapkan Tata Cara
Permungutan Pajak dengan metode

o Self Azsessment System, Sistem ini merupakan sisterm pomungltan pajas yang

memberi wowenang, Kepsrcayaan dan tanggung juwab kepada Wajib Pajak
untul menghitung, memperhitungkan, membavar dan melaperkan sendifl

hesarnya pajak vang harus dibayar; dan _ o
L. (Mfcial Asscssment System, Sistem inl merupalkan sistem pemunguatan pajak

yvang memberi wewenang kepada prmerintah untuk mencntukan besarnya pajak -

yang lerutang

-

Bagian Kedua
Masa Pajalk
Pasal 13

Eﬁasﬂ pajak untuk pemunguian Fa}al: Hotel adalah 1 {:situ] bulan kalender stan
jangka waktu lain yang ditetapkan pleh Bupati ateu Pojabat yang ditunjuk. '

EBAB VII
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
Bagian Kesatu rica
Tata Cara Penyetoran
Pasal 14

(1} Brrdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang digusun dari rckapituiasi
bill atau bukti pembayaran harian, ditctapkan jumlah Pajak yang telah
dipungut untuk masd atau bualan yang bersangloutan. o 0

(2} Jumlah pejak yong tolah dipunplt acinma 1 iral) bulan digotorkan ke Kuy

Dacrahn atan Bank yvang dilunjak, paling lambat tanggal 15 (lirna belas) - bulan
" merikutnya dengan tnempergunakan  S8PD atau " dolumen ldin  yang

dipersamakan. | _
(3) 85P0D yang sudah ditanda tangzni dan dicap tertentu oleh Kas dacrzh atau

Bank vang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan Ke Dinas

. Pendapatan sebagri [aporan.

r—



4]

(]

2

< (3]
{)

(=

(1)

2]

(3}

1)

| Berdasarlkan rekapitulasi pencrimaan bala
bill atau bukd pembayaran  hatian, - Wejin  Pajak

Ketorambsitan pﬂn}'-amrem'pajal:, alean dikenalan denda tarnbahan sehesar 2%
per bulan dari nokak pajal, dan malksintal ketorambatan selama 24 [dua puluh
empat] bulan. Pengenadll denda keterlambatan awan mempergunakan STPD.
Beniuk S5PD dan STPD akan ditetaplkan lernudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan
Pasal 15

nan,yang disusun darl rekapitulasi
menyiapkan Surat

pemberitahuan Pajak daerah (SFTPD] masa / bulan.
apTPD dilampirkan dengan SSFPD yang stidar dicap oleh kantnr Kas Daerah
atan Bank yang ditunjuk, dizampaikan paling lambat tangzal 15 (lima belas)

balan berikutniya.
Keteriambatan penyempaikan SPTPD, skar -dikenakan denda adrinistrasi

sebesar Rp.50.000 {Hima puluh rrbu rupich] per masa pajalk.
Pengenaan denda keterlambatan akan ditagih melaui surat Tagihao Pajak

Dmerah [STPD). _ _
mentuk STFD akan ditetapkan kermudian cleh Bupati atau pejabal yang

ditunjuk.

BAB VIII _ ;
TaTA CARA PENERBITAN SKI'T) DAN BTI'D
' Bagian Kesatu
Tata Cora Penerbitan SKPD
Pazal 16

finas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingl dapat menetapian besarmya
pajak toratang dalam suatyu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
yndangan yang dengan mengeluarkan Surat Keletapan Pajak Dacrah (SEPD).
SKPD vang diterhitkan meliputl :

Surat Ketctapan Pajak Dasrah Semeniara [ SKPDS);

_Surat Ketetapan Pajak Daerah Final | SKPDI;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKFDEB);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDEBT);

Surat Ketelapan PajakDaerah Lebih Bayar [BKFDLB); dan

. gurat Ketetapan Pajak Dacrah Mikil [SKFIYN.

SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pzndapatan Kabupaten Kuantan

Singingl atau Pejsbat lain yang ditunjul.

o opn g

Ragian Kedua
Tata Cara Penerbitan STPD
Pasal 17

Kepala Dinis Pendepatan Kabupaten kKuantan Singingi dapal menerbitkan
STFL apabila - '

-z, pajuk dalam tahun berjalan vidale atau kurang bayar; dan

10
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b, wajlb pajak diltenakan sarlel administrasi hoerups bunga atau dencda,
(2) Jurnlah kelrarangan pajek yang terutang dalara ETFD zebapaimana dim
pada ayat (1) butir &, gitambah dengan sanksi administras: bBerupa bunga

sehesar 2 % [dua perseratils) setap hutan paing lama 15 (lima belas| bulan

scjale saat terutangnya pajak.
(3) STPD diserghkan kepada Wajib Pajak melalui Pidang Penagihan.

akstad

BAR IX
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN FEMBAYARAN
' Pagian Kesalu
Tats Cara Pembayaran
Pazal 18 :

(1] Jumloh pembeyaran seperti yang dimalenud delam Pasal 11, yang menjadi dasas
pengenssn pajak harus tercantum dengan jelas pada bukt pembayaran, yang
hiaze disebut denpan bill atau kuitansi atau fakiuar pembayaran, nvoice atau
tukti pembayaran /penerimasn lainnya, . i

gl hartus mengpgunakan bill [faletir

(2] Untuk memudahkun pengawasatt, Wajib paj
fewitansifinvoice [ bulti pembayaran yang telab diberi tanda atau dipetforasi

oleh Dinas Pendapatan sebehanaya. : - .
() Bill, kaitansi, faktur pembayaran, invoice aiau bukti pembayaran herizs
mempinyal nomer urat yang sudah tercetals sebelumnya ["printed ruaning
nurnber") _ .
i4) Bentuk dan format bill ataun bukt pembaysran [ainnya minirnal tnemben
informasi nomar hukt, tanggal pembayardan, \ralan jenis pelayanan yang
dinilemati, diskon / pulongan pemjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta

pajak vang dibayar.
Pasal 19

(1] Sectiap Wajib Pajak harus menggunakan bill / Juktur yvang iperforasi lerlebih
dahulu oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingt.

 {2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran; “billing"

teraendivi dengsn rmenggunakan computer untuk mencetak bill, perforasi bill
bukean merupakan keharusan.

(3} Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2} Pasal ini, hatus mengajukan
Permohonan untuk Hduk mengounatan bill perforasi. g :

(4} Tata cara melakukan perforasl dan permohonan untuk tidak menggunakan bill
perforasi akan ditctapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan Kuantan Singingi.

(3] Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahars Penerima atau tempat lain yang
dithniuk oleh Bupati. ' ; .

{6) Dalam pembayaran dilakukan di tempat lsin yeng ditunjak, maka hasil
penerimaean pajak harus disctor ke Kas Daeral palmg lambat 1 (satu) % 24 {dua
puluh empat) jamm atau dalam jangka walcu lans yang ditentukan cleh Bupall.

(7} Pemmbavaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1]} dan ayat (2} dilakukan

dengsn menggunakan SSPD atan deleamen lan yang dipersamakan, serta harus
dilalaakean selealigns atau hinas. '

11
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Pajak yang terutang dalam SEPD atan STPD wajib dilunasi dalam jangla waliha
_ paling lams 15 (lima helas) harl kerja sejak tanzmal diterbitkan.

f9) Dalar hal batas wakin pembayaran jatuh peda har libur maka batas wakli
pembaysran jatuh pada hari kerja beriloatnya.

(&

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Fenundaan Pernbayarar:
Pasal 20

(1} Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi atas permochonan Wajib
Pajals depat momberikan persentjuan kepada Wajibh Pajak untuk mengangsur
pajals terutang atay menunda pembayaran dalam kuran wekta torteniu setelab
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bungs sebesar 205

. idua perseratas) setiap bulan.
(2] Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran pajak terutang
digtur sebagai berilout | '

g. Wajib Pajak vang akan melakukan pembsyaran secara AfESUrAET TEUPAR:
merunda pembaysran pajak, harus mengajuiearn pormohonan sceara tertulia
keoada Kepala Dinas Pendspalan derigan disertai alazan yang jelas dan
melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohotiannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a. harus sudah diterima
Dinas Pendapatan paling lambat 7 (tajuhb) narel scbelum tanggal jatuh tempo
pornbayaran vang telah diterttukan; '

. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan
rincian utang pajai untuk masa pajak atau tabun pajak yang bersangloaan
seria alasan-alasan yvang mendukung diajukannya permohonan;

d. Téerhadap permuobonan pembayaran sccars ANgsUran ImaRpun penundaan
pembayaran yang ‘disctijui Kepala Dine: Pendapatean Kabupaten EKoantan
Singingl, difzangkan dalam Surat Keputusan Pembeyaran Scoara ANESUTAT
maupun penundasn pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala
Dinas dan Wajit Pajak vang bersangkutan;

e Pembavaran engsuran diberitan paling lama untuk 10 [sepuluh} kali
angsuran dalam jangka wakia 10 (scpulub) bdulan terhitung sejak tanggal
surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lan oleh Kepala Dinas
berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat citerima;

f. Penundean pembayaran diverikan untuk paling lama 4 [(empat} bulan
terhiting mulai tanggal jatuh tempe pembayaran yang terrmuac dalam SKPD
dann STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Kuantan
Singingl berdasarkasn alasat waiilh Pajak vang dapat diterima;

g Perhitungan untuk pembayaran angsuran acalah sebagal beribout
1. perhitungan sanksi bunga dikenekan  hanys terhadap jumlah sisa
| AMESUTArN;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara begaran sisa pejak
vang belum atan akan disngsur, dengan pokok pajal angsuran;

3. pokok pajak angsuran acalah hasil pembagian anatara jumlsh pajak
lerirtang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan engsuran;

4, bunga adelah hasil perkalien antara jumiab sisa angsuran gengan bungs

sebesar 2% [dua persen); dan

Foiam KEoiaren |



5. besarhya jumlah yang harus dibayar ap bulan angsuran adalah pokolk
pajak angsuran ditambah dengan bungs sebesar 2% {dua persen);

h. Terhadap' jumleh AnESUran yang haris d'bayar tiap bulan, tidak dapat

dibayar dengan angsuran tetapi harus diharnasi tiap bulan;

Perhitungan Lntuk penundaan pembayaran sdalah sebagai beriloat

1, parhitungan bunga dikenalan terhadap selurndh jumlah pajalk lerutang
yeng akan ditunda yaitu Hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen)
dergan jumlah bulan yarg _dimndsi, dikalikan dengan schiruh jumlah
huteng pajak yang akan ditunda; :

2. hesarnya jumlah yang harus dibayar adalsh seluruh jumlal hutang peaiak
yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % {dua persen) per bulan;
QAT _

a4 p&mmﬁaan pembayaran harug dilunast sekalipus paling lambat pada saat
jrtuh tompo penundadtt Yang telah diteniuzan dan tidak dapat diangsur.

Terbadap wajib pajak vang telah mengajizan permohonan  pembayaran

secara angsuran, tdak dapat mengajukan permchonan pernindaan

pembayaran untuk surat ketclapan pajak yang sams.,

i

BAE X
TATA CARA FENAGITIAN
' Pasal 21

. (1} Tahapan Pelaksanaanan penagihen pajak terutang yang tidak ataa kurang

(2]

[

(4

hayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur schagai beriiout -

a. Surat Peringatan atau Surat Teguran ateu sural lain yang sejenis sebagai '
cwel tindaisn Pelaksansenan pensgihen pajak dikeluarkan 7 {tuguh) hari
lrerjm sejak saat jatuh tempo pembayaran;

b, dalam janglka wakiu 7 (twub) hard ketja sejak tangral Sural Peringatan atau
Sural Teguran atau sural lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunsgl pajak
¥ELE Leruiang; _

. dalam jurntah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangks waldtu
sebagaimana ditentulkan dalam Surat Peringatan atau Surat Tegpuran atawn
gurat lain vang sejenis, Kepala Dinas Dondapatan Kabupaten Kuantan -
SmEmEi menerbitken Burat Paksa setelah lewar 21 {dua puluh satu baati

" kerja seiak Sural Peringatan ateu Surat Tegu-an atau surat fain yang sejenis.

Keétentuan mengenai Pelaksanaanan penaginan pajak dengan Surat Falza

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur gesual  dengan  pereturan

perundang-undangan yang berlakn,

Pelaksanasznan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak menpakibatlan

penundasn Hak Wajib Pgjak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan

pembetulan, pembatelan, pergurengan ketcrapan dan penghapusan’ atau
perpurangan sanksi administrasi. : , '

Dalam hal pejak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka walcta 7

(tijuk] hari setelah tangge!l Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan Kabupatcn

Kuantan Singingi sogera mencrbitkan Surat Perintuh Melaksanakan Penyitaan.
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Pasal 32

(1) Penagihan pajak dapat dilalnikan seketika dan sekaligus lanps menungg jatub
ternpo pembayaran sebagaimana dimalksud dalam Pasal 12 ayat (1) apabila :

a. Wajib Pajaik atzu Penanggung Fajak akan reninggalkan Indenesia untalk
selama- lamanya;

b. Wajik F"ajé.l-: atay Penangsung Pajalk memindahkan barang yeng dimiliki atau
dikuassi delam rangka menghentikan atair mengecilkan kegiatan perusahaan
atanl pekerjaan yang dilakoulean di Indonesia; : '

e, terdapat tanda-tanda bahwa Wajlb Pajak ateu Penatggung Pajak akan
membubarkan  badan usahanya atan mengabunghan  usahania alaa
memindahtangankan perusehasn yang dimiliki atau dikuasainya ataa
melolcukan perubahan bentuk lainnya;

d. Bacdan usaha akan dibubarken oleh negara; dan :

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib atau Penangzung Pajak oleh pihak ketipa
atau lerdapat tando-tanda kepailitan, ;

~ BABMI '
STATA CARA PENYITAAN
Pasal 23

(1) Dalam ksl Jumlah pajak yang masih hama dibasyar tidak dilunasi untuk jangka
© wakru 7 {tujuh) har sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Dinas
menerbitkan Surat Melaksanakan Penyitaan terhadap barang bergerak
dan/atau barang tidak bergerals milik Wajil Paial atau Penanggung Pajal.
2} Penyitam: dilaksanakan ¢leh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh paling
sedildt 2 [dua) orang yang telak dewasa, penduduk Indonesia, dilkenal aleh Juru
' 3ita Pajak, dan dapat dipercaya. :
(3} Setap mclaksanakan penyitaan, Juru Sitn Pajak membual berita acera
Pelaksanaanan site yang ditandatangani oleh Jura Sita Pajak, Wajib Pajak alan
‘Penanggung Pajak, dan saksi- saks:, '

Paxal 24

" 1] Dalam hal Wajih Pajak atau Pemanggung Pajak tidak hadir, penyifaan tetap
dapat dilaksanakan dengan syurat seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam’
Pasal 23 ayat (2) adalah Pejabet Pemerintah Daerall yang berwenang di wilayah -
objek pajak. ' '

(2] Dalam hal penyitasn dilakssnakan tidak dihadivi cleh wajib pajak atau
penenggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4 Berite  Acara
Polaksanaanan Sita ditandamangani cleh Jura Sita Pajak Daerah dan sakesi-
salsi,

(3) Berita Acare Pelaksanranan Sita sebagaimans dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(3) mempunyal keluatan hukum mengiksd meskipun Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak menelak menandatangani Berita Acara Felakganaanan Sila.

(4} Selinan Berita Acara Pelalssnaanan Sita ddpat ditempelkan pada barang
bergetak dan/atau barang tidak bergerak vang disita berada, danfatau di
tempat-tempat umuam. : '

14

CE{EETE Te DT



(3] Atas barang yang disita dapat ditempel atar diberi segel sita memuat paling
kurang hal- hal sebagai berilkut :
a. kata “disita”; :
b. nomor don tanggal Berita Acara Pelaksanaenan sita; dan
¢. larangan untuk memindahtengankan,memindahkan hak, meminjamkan hak . -

atan merubah barang yang disita.

Pasal 295

F'engﬁjuan keberatan uleb Wajib Pajek atau Penangmung Pajak fidal mengakibatlan

venindaan Pelaksanasnan penyitaan.

Pasal 26

(1] Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap berang milik wajib Pejak ataua
penangsung Pajak yang herada di tempat ringgal, lempat usaha, tempal
kedudukan, atau di tempat lain termasuk ¥ang pengUAsiannya berada di
tanparn pihak lain atan yang dijaminkan sebagal pelunasan utang terientu yvang
dlapat berups : ' _

a. barang bergerak termagilk Kendaraan, perhissan, uang tunai dan deposito
berjangla, tabungan saldo rekening koran, giro atau bentulk lainnya, piatang
dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan

b, barang tidak bergerak termasik tanah, bangunan dengan isi tertentu.

(2} Pepyitaan terhadap barapg Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat
dilaksznakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala petwalilan,
kepala cabang, penanggang jewab, pemilik mordal, bailedi tempat ledudulkan, di
tempet tingegal yang bersangloatan, maupun di tempat lain.

(3] Penyitaan sebagaimeana dimaksud pada ayat (1] dan (2] dilaksanakan sampai

dengan nilai barang yeng disita diperlirakan. cukup untuk melunasi utang
pajalk dan hisya penagihan pajal.

Puasal 27

Penyitaan tidak dapat dilaksanaken atau dapat dicabut dengun menerbitkan Surat

- Pencabutan Sita olch Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singing selalu

priabal dan menyampaikan kepads Wajib Pajak atau Penangguang Pajal: oleh Juna

Sita Pajax Daevah apahzla -
4. Wajib Pajek atan Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak den hiaya

penagiban pajals; -
k. berdasarkan putusan pengadilan. atau putusan pengadilan pajglk; dan
i, ditstapkan lain oleh Bupati. :

- BAB XII
TATA CARA LELANG
Paﬂal_ 25

{1) Dalarn hal utang pajak dan/ atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah
dilalrsanakan penyitaan, malks setelah lewat 10 (sepuluh] hari kerja sejak
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tanggal Pelaksanaanan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas -
gelaku Pejgbat mengajukan permintasn penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Pelélangan dan Piutang Negara untul melaksanakan penjualan secara
Iclang terhadap barang yang disita. i

(2] Barang vang disitn berupa uang funal, deposite befangka, tabungen, saldo
relening koran, gire atau bentule lainnya yang dipersamalian dengan i,
ohlias], saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penycriasn modal
pada perusahaan lain, dikecualikan dari penfualan secara lelang schagaimana
dimaksud pada ayat [1).

(3] Barang yang disita sebagmimana dimaksud pada ayat {2) dimanakan untuk
suembayar bisva penagihan pajak dan utang pajale dengan cara !

a. uang tunal disetor ke Bendahara Penerimaan ateu Bank atau ternpat lain
~ yang dinmjuk;

b. deposite berjangka, tabungan, saldo reiening koran, giro atau bentoi
lainfiva yang dipersamalan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening
Bendahara Penerimaan atay Bank atau empat lain yang ditunjuk ates
permin laan Pejabat kepada Bank yang bersanglutan;

c. obligasi, saham ataw surat berharga lainnya yang diperdagangken di-bursa
efeic dijual di bursa efek atas permintaan pcjabat, _

d. obligasi, saham atau surat herharga lainnya yang tidak diperdagangian di
bursa elel: segera dijual oleh pejabat;

e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hak
Menagih darl Wajib Pajak atau Penanpggung Pajak kepada pejabat; dan

{  penyertsan modal pada perusahaan lain dibuatken Akta persetijuan
pengaliben hak menjual dari Wajib Pajalc atau Penangpung Pajak kepada

pejabat.

Fasal 29

(1} Penjualan sccara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaisud
. dalam Pasel 28 dilaksanakan paling lambar 14 (empat belas) har setelah

pengumusian lelang melalui media masa., :

(2] Pempurmiman lelang schagaimena dimaksud pada avat (1) dilalsanakean paling
singkat 14 [empat belas) hari setalah penyitasn. . _

(3] Penpursiiman lelang untulk barang bergerak dicakukan' 1 [sat] kali dan umtulk
barang tidak bergerak dilaloukan 2 {dua) kali, ' :

(1) Pengumumen lelang terhadap barang dengan nilal paling banyak Rp.
50.000,000,- (dua puluh jula) ddak harus diumumkan melatui media masa.

Pasal 30

(I} Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak atau Penanggung Pajuk belum meraperoleh keputusan keberatan,

[2] Lelang retap depat dilaksanakan tanpa dihadivi Wajib Pajak atan Penanggung
Pajal. :

3] Lelang tdak dilaksanakan apahila Wajib Palzk atan Penangegung Pajak telah
melunasi utang pajak dan biaya penggiban pajak atau berdasarkan putusan
penpadilan atau putusan Penpadilan Pajak atau objek lelang musnah.
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BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERTNGANAN PAJAK
S Pasal 31 :

[1] Waib Fajak ateu Penanggung  Pajak  dapat mengapakan permohonan
penpurangan atan deringanas pajak Kepaca Bupati melalui Kepala Dinas
Pendapatan.

(7) Permohonan pergurangan atau kerngana pajak harus diajukan secara tertialis
dengsan menggunakan Bahasa Indonesia dengen paling kurang memuat nama
dan alamar Wajib Pajak, jenis pajak, besar pengurangan pajak yang dimohon
dan alasan yarg mendasan diajukannya permohonan pengurangan pajak serta
melampirkan pula:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemobon;
b. {oto copy NPWP, dan

‘¢. BEPE atau STFPL.
(3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

dibwrilan berdasarkan pertimbangan atau keadean tertentu, seperti wajib pajal
mengalacii force majeur atau mengalami pailil yang-dinvataken oleh kensultan

pubhilk,

FPagal 32

——
Fad
—_—

Atas permohonan pCOgUrangan atau keringanan pajak schbagaimana dimalksud
dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2}, Kepala Dinas atau pejabat yang ditumnjulk
melakukan penelitinn mengeneai berkas permohonan dan kelengkapannya.

(2} Atas perlimbangen dan rekomendasi dar pejzbat vang ditunjuk maka Kepala
Dinas Pendapaten menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan
atau keringanan pajak.

[3] Atas pertimbangan sebagaimana dimeksud pada ayat 2], Bupati dapal

memberikan pengurangan dan keringanan pejak setinggi-tingginys 50% (lime

pulzh persen] dari pokeok pajak dan memesintahken Kepala Dinas untulk
mengeluakan Surat Keputusan tentang pengurangan atau keringanan pajak,

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI
Bapian Kesatu '
Pembetulan KEetetapan
FPa=zal 33

(1} Kepala Dinas atau pejabat }a.ng ditinjulk . karena jabatannya ateul stas

- permohonan’ Wajib Pajak dapar membetulkan SKPD atau STPD '}rang dalatn

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalanan hitung dan/atau kekeliroan
dalam penecrapan pethitungannya. '

(2] Pelaksanaanan pembetilan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Fajak

sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dilakakan dengun ketentuan schagad

beriloar ;
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permohonan digjukan kepada Kepaln Dinas Pendapatan Kabupaten Kua.ntm

Singingi atal pejabat yang ditunjuk dalam jangka wektu 4 [empat] bulamn

setelah gsurat keletapan pajak atau STPD diterima, kecuali apabila Wajih Pajalc

dapat menuniukan bahwa jangis walehu tersebut tidak dapat u:llpenlﬂ“l karend
keadaan diluar ekuasaartnya;

b. terhadap surat kctetspan pajak aten STFD yang akan dibetulkan, dilaltukean
penclitian administrasi atas desalahan Galis, kesalahan hitung con atall
kekeliruan dalam Peraturan Dagrah;

. dalam hal hasil penelitian sebagnimana dimalksad pada huru.f b ternyata

terdapat keselahan tulis, kesalahan hitung dan/atau  keeliruan dalam
penghitungan maka atas SKTD atau STPD dimaksud dilaloukan pemuemlan

sebagaimana mestinya;

d. pembetulan surul ketetepan pajak atau STI'D schagamana dimaksud dalam
huraf ¢ dilakukan . dengan menerbitkan Surat Kepurusan Pembetulan
Keletapan Pajak atau STPD berupa salinan surat ketelapan pajak denpgan
pembetulan; -

e, terhudap pembetulan SKPD, Kepala Dinas memerintahkan kepada pejabat

yang difunfuk agar menerbitkan salinan SKPD dengan permbetilan; '

Surat Keputusan Pemnbetulan Pajak atau STPD schagaimana dimasud huruf e

diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang

ditunjulnya,

g. Surat Keputusan Pembetulan Eetetapan Pa;a_k atall STFD schageimans
dimaksud huraf harus disampaikan kepacda Wajib Pajek paling lambat 14
(fempat  belasy hari “scjak diterbitkannya Burat Keputusan Pembetolan
Kerctapan Pajrk Daerah atau STPD dimaksud;

h. Surat Kepufusan Pemberulan Ketelapan Pajak atau STPD harus dilunasi
datam jangka waku paling lambat 15 (lima nelas] har sejak diterbitkan;

1. Dengan diterbitkanniya Surat Kepunrisan Pembelulan Ketetapen Pajalk

ala STPD maka surar ketetzpan pajak ateu STPD semula dibetallkan dan

disimmpan sebagail arsip dalam administrasi perpajakan;

Surat Ketetapan Pejak atau 8TPD semula sebeham disimpan scbagal arsip |

harus diberi tanda siang dan  paral serta dicantumkan  xata-kata

. *Dibatalkan”; dan .

k. Dalatn hal permohonan Wajit Pajak ditolak maka Kepala Dinas Pendapatan
scgere menerbitkan Surat Keputusan Penolalian Pembetulen Surat ketetapan

Pajak atau BTPD,

by

 Bagan Kedua
Petigurangan atau Pembatalan Ketetapan
. Pasal 34 .

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atsu atas permohonan Wajib Pajale dapat
mengurangkan atau membatallan leetetapan pajalc yvang tidak benar.

{2y Ketelapan Pajak schagaimana dimaksud pade ayat (1) adalah jumlen polook

vajak ditambah sankst administrasi berupa bunga, denda dan atau kenaikan

pajuk yang lercantum dalam surat ketetapan paiak.
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13) Penpurangan dan pembaralan Zeletapan pé_iak. karena jabatan dilalkukean sesUal

permintaan Kepala Dinas atu atas usular dari pejabat yang ditaxjularya
berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan bana.
{4) Pongurangan atau pembatalan ketetapan pajcle atas dasar permohonan Wajib

Pajak,dileltulan sehagal berilaat: _
a, surat permohonan Wejib Pajak didukung cleh novum atay lakta baru yeng

metvalrinian;

t.- dalem sural permohonan Wajib Fajak harus melampirkan fotocopy
dolamen sebagai berilout : . . :
1) Surat Ketctapan Pajak yang diajukan permonanannya; dan
32) Dokumen yang menduloung diajulkannya permohonar.

c. Fepgajuan permohonan yang tidak menmenahi persyaratan sebagaimana
dirmaksud dalam hurnaf a dan hunal b, tidale dapat dipertimbanglan dan
berkas permichonan dikembalikan kepada Wajih Pajalk.

(5] Atas dasar permohonan Wagih Pajak schagaimana dimaksud pada ayac (4] dan
permintaan/usdlan karena jabaran schagaimana dimaksud pada ayat {3) Kepala
Dinas atau pejabaet yang ditonjuk melakukan pembahasan penglracgan atal
pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 35

i1} Berdasarkan hasil pembahason sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayatl [3),
Kepaly Dinas memberikan dispesisi  berupa mencrma ataa  menclak
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajek. :

(@) Atas dasar disposisl Kepsla Dinas Pondapaian sebagaimana dimaksud pada
aovat (1) pejabat yang ditimuk -nemproscs penerhitan surat keputusar. Kepala
Dinas berapa : ’ :
g, Surat Kepuhusan Pengurangan atau Pembatelan Ketetapan Pajak; _
b, Surat Kepulusan Penolakan Pengurangan atau Pembatelan Hetctapan Pajalk.

(3] Atas diterbitkanmya surat kepullisan pergurHnigatt atau peinbatalan keletapan

 pajak schapaimans dimaksud pada ayat (2) hurif a, pejabat yang ditunjulk
scpere melnlmkan;

a. pernbatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerhitkan surat
ketctapan pajak wang haru yang telah mengurangken atas memperbaiki surat
ketefapan pajak yang lama; ' ' .

b. pemberian  tanda silang pada surat keletapan pajak yang lame dan
selaniutnya diberi catatan behwa sural ketetapan pajak “dibatelkan™serta
dibubuhi paraf dan nama peizbat yang berssnglatan,

¢, memerintahkan kepada Wajib Pajak untu: melakulean perbayaran paling.
lambat 7 (fujuh) hati setelahditenimanga suratketetapan pajak yang batu; dan

d. terkedan surat ketalapan pajak yang telah cibatalkan sebagaimans dimeksad

pada huraf b, disirnpan sebagal arsip pada administrasi perpajakan.

(4] Atas diterbitkannya gurat keputusan penolaksn pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huraf b, maka surat
lketetapan pajak vang telah diterbitkan oi¢h pejabat yang ditunjulk dittukuhkean
dengan surat kepultsan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan

pajak.
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Raglan I{Eﬂga
I-"a:ngu-angan atau penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 36

1) Kepala THnas Pendapatan ataw pojabat yanp ditunjuk kkarena jabatantyya atan
atas p:rmnhcman Waojib Pajak dapat menguranghkan atau menghapuskan ganksi
administrasi berupa bunga, denda danfatau kenaikan pajak yang terutang
datam hal sanksi administrasi terselat dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atan bulan karens kesalaharnsnya,

(2} Penguranpgan atau penghapusan sanksi admicistrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak teruteng sebageimana dimaks 1_1d pada ayat (1) dapat difakukan
terhadap :

a. sanksi adminiztram berupa bunga dan/atann  denda dischabkan
kelerlatmbaran pembayaren pada masa pajak; dan

1. sanksi admnistrasi berupa bunga, denda dan/atau kenalkan pajak dalam
surat ketetapan pajak atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau . penghapusan sanksi administrasi berupa bunga
dan/ataw denda  disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajalk
sebagaimana dimalksid pada ayat [2] huraf a, dilakakan sebagai berileut:

A, Wajib Pajax mengajukan permohonan secara tertalis kepade Kepala Dinas
Pendapaten dalam hal ini pelabat yvang divunjuk dalam waktu paling lambat
7 {tujuh) hari setelah jatuh fempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan babwa jangka waltty tersebut tidak dapat dipenuli karena
keadaan di loar kekuasaannye;

b, Surat Permohonan  sebagaimana  dimaksud  defam  hurof a harus
dicantuickan alasan yang jelas dengan peroyatean kekhilafan wajib pajak
atanl bukan karena kesalghannys, dan el lampirkan SSPD yang telah diisi
dan ditandatengam Wejib Pajalg

c. atas permohonzh yang diserujul, Kepala Dinas atau pejabat yang doburjuk
menpurangkan atau menghapuskan sanlsi administrasi, bunga arau denda
alkibat keterlambatan pembayvearan pada masa  pajak, dengan - cara
menuliskan catatan/keterangen pada sarana pembeyaran SSPD bahwa
sanboel tereebuat dilturéngl-:s.u atau dihepuskan;

d. Wajiih Pajak melalakan pembayaran pajek dalam wekin I x 24 (satu leali
dua puluh empat] jam scjax disctujuinya permohonan;

e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas Pendapatan menugaskan
pojabat vang ditunjul
L) Menulisken catatan keterangan padﬁ. sarana pembavatran SSPD bahwa

sanksi tersebut dikenaken sebesar 2% [dua persen) per bulan untuk
¥ermadian dibubuhi tandetangan dan necna jelas: dan
2) Menerbitkan STPD  ams  penpenaan sankst bungs tersebut. {4
Penpurangan atau penghapusan sanksi administrasi bemipa anga, denda
dat/atau kenaiken pajek delam Surat HKetelapun Pejek atau STPD
sebagaimana dimelsud pada ayat 12) bosul b, dilakokan sebagsi berikoad
a. Wajib Pajak mengajuken permohonan sccara tertulis kepads Kepals
Dinas Pendapatan atau pejabat yang dilunjuk dalam jangka wakia 4
fermpat) bulan sejak surat ketetapan pajak ditenima oleh Wajibh Pajak,
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(5)

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya,
b Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf- a harus

mencantumkan alasan yang jelas. serta melampirkan : |

1. Surat Pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya; .

0. Surat Ketetapan Pajak yang menctapkan adanya kenaikan pajak

terutang. _
Berdasarkan Surat Permohonan

Kepala Dinas segera melakukan penelitiari administrasi tentang kebenaran dan
alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.

Pasal 37

‘Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan,

penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau pejabat

yang ditunjuk. _
Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih
mendalam maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan rapat

koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang dituangkan -

dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi.

Atas dasar hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk membuat

" telaghan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk

selanjutnya mendapat persetujuan Kepala Dinas. . .
Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka
Kepala Dinas. atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat

Ketetapan Pajak atau STPD semula. - |
Wajib Pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan . Sanksi

Administrasi. - .
Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera meneérbitkan Surat Keputusan
Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi. '

o BAB XV
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING
' Bagian Kesatu :
Tata Cara Keberatan
Pasal 38

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hai ini
Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk, atas suatu : - s
a. SKPD; dan v :

b. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan

perundang- undangan perpajakan daerah yang berlaku.
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(2)

(3)

alah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan

Keberatan yang diajukan ad f . v
h yang seharusnya dibayar menurut perhitungan

membuat perhitungan jumla
Wajib Pajak.

Satu keberatan hanya dapat diajukan ter
tahun pajak.

Hadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) |

Pasal 39

| Penyelesaian keberatan atas SKPD,» sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

’ (1)', dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan

Pajak dengan objek yang sama, maka penyelésainannya dilaksanakan secara

" bersamaan oleh Kepala Dinas.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak

'vang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, maka

penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Dinas ‘Pendapatan atau pejabat yang

ditunjuk. _ ‘ 4
Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut : , A .

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
‘alasan- alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang

_ terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar; ’

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara
jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan

pajak tersebut;

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal

permohonan ‘keb‘eratan' dikuasakan kepada pihak lain harus -dengan

melampirkan surat kuasa; _ ‘
d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan

untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya;

dan v , -
e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3

" (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. :

Pasal 40

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga

_tidak dapat dipertimbangkan. .

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan. te-tapi
masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4)
huruf e, Képala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak
untuk melengkapi persyaratan tersebut. ' - |

‘Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. ‘ '
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Pasal 41

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
Pelaksanaanan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Pasal 42

(1) Dalam jangka waktu paling {ama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan ditérima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus
memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang
dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan
keberatan.

(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima

' seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

(3) Dalam hal _]angka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan
Kepala Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wa_]lb Pajak untuk mengajukan

permohonan mengangsur pembayaran

Pasal 43

(1) -Dalam hal Surat Permohonan Keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan,
maka Kepala Dinas Pendapatan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk

melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan

Pemeriksaan Pajak Daerah.
(2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan,

Kepala Dinas Pendapatan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk
menyusun masukan dan pertimbagan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan Hasil VKoordin'asi
Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala

Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan atas
pemandangan keberatan pajak.

(2) Berdasarkan telaahan pemandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pejabat yang d1tunJuk membuat petikan Surat Keputusan
Keberatan Pajak untuk kemudlan ditandatangani oleh Kepala.Dinas. -

| (3) Kepala Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melaporkan petikan

Surat Keputusan Keberatan Pajak kepada Kepala Dinas secara periodik.
Pasal 45

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan . Surat . Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang dalam
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‘kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

dalam penerapannya.
Permoh_onaﬁ pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas

permohonan ‘Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala
Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima petikan
Keputusan Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Kepala Dinas Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat‘permohonan

disampaikan oleh Wajib Pajak harus memberikan keputusan dalam bentuk
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Penolakan Pembetulan atas

Keputusan Keberatan.

Dalam hal Kepala Dinas tidak memberikan keputusan atas permohonan dalam
3), maka

permohonan atas pembetulan dianggap dikabulkan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 46°

Wajib Pajak mengajﬁkan‘permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak

‘atas keputusan mengenai kebératan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat

yang ditunjuk.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling -
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan
salinan dari Surat Keputusan dimaksud.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
Pelaksanaanan penagihan pajak.

Pasal 47

‘Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan .1 (satu) surat banding.

Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada
Pengadilan Pajak. ' '
Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar
sengketa dengan : :
a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum
sidang dilaksanakan; dan . A | . '
b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat
pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.. -
Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak daﬁat diajukan kembali. :

Pasal 48

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, banding diajukan
terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan
apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima
puluh perseratus). : :
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(1)

Pasal 49

tau permohonan banding dikabulkan sebagian

Apabila perigajuan keberatan & :
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk j;ialing lama 24 (dua
puluh empat) bulan.
Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya

STPD.

: BAB XVI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 50 '

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan. -

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disebajbkari adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Bendahara

Penerimaan berdasarkan : ‘

a. perhitungan dari Wajib’ Pajak; v

b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan
'dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi;

~ ¢. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan

(3)-

- tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan

(4)

d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan. ' '
Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

pembayaran pajak. ‘ v _
Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen :
a. Nama dan Alamat Wajib Pajak; ‘

b. Nomor Pokok Wajib Pokok Daerah;

c. Masa Pajak; ‘

d. Besanya kelebihan pembayaran pajak;

e. Alasan yang jelas.

.Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikén secara

Jangsung atau melalui Pos Tercatat.
Bukti penerimaan oleh .Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan.
~ Pasal 51

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Kepala Dinas
Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau
pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan
kewajiban pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak. o

Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan

'pengembaliah kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.

25

Perbup Restoran *



(3)

- (1)
(2)

(2)

(1)

(2)

Apabﬂa Wajib Pajak mempunyai utang pajak 1a1nnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung d1perh1tungkan untuk
melunasi utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak d1lakukan dalam waktu pahng'

lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD.
Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran paJak dilakukan setelah lewat

‘waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD maka Kepala Dinas Pcndapatan

atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran paJak

Pasal 52"

Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar
Kelebihan Pajak. _

Apabila kelebihan pembayaran pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya , maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan

dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

- BAB XVII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
' Pasal 53

Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai
dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat
penerimaan dan pengeluaran usaha.

Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola
Usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna
mengetahui jumlah peredaran / omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak

untuk setiap masa pajak.

Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukan pembukuan pada  saat -

pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan d1tetapkan secara

jabatan.
Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan

dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dlnas

.Pendapatan.

Pasal 54

Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewapban perpajakan.

Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak
lanjut Pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan..
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~ *BAB XVIII
' KETENTUAN PENUTUP
-Pasal 55

Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat1
ini dengan penempatannya d_alam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

T . Ditetapkan di Teluk Kuantan
- ' ) ’ o pada tanggal 13 St 201
- BUPATI KUANTAN SINGINGI,

vl cn,

H. SUKARMIS

D1u¥1dan’§gk'éin di Teluk'Kl';lantan.
o pada tanggal 13 Juli 212

) SEKRETARIS DAERAH
. KABUPATEN KUANTAN SINGINGI;

p—

H. MUHARMAN

‘ BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR

G~ t
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